SALINAN

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2021
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan organisasi Kementerian
Komunikasi dan Informatika yang lebih proporsional,
efektif, dan efisien guna meningkatkan kinerja
pelaksanaan tugas Kementerian Komunikasi dan
Informatika, perlu menata kembali organisasi dan tata
kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika;

b. bahwa Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika
Nomor 6 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Komunikasi dan Informatika, sudah tidak
sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu diganti;

c. bahwa penataan organisasi dan tata kerja Kementerian
Komunikasi dan Informatika telah mendapatkan
persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi;
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BAB IX
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 141
(1) Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Menteri.
(2) Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya

Manusia dipimpin oleh Kepala Badan.

Pasal 142
Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
mempunyai tugas menyelenggarakan  penelitian dan
pengembangan di bidang komunikasi dan informatika, serta
pengembangan sumber daya manusia komunikasi dan

informatika.

Pasal 143

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 142, Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya

Manusia menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis di bidang penelitian dan
pengembangan komunikasi dan informatika, serta
pengembangan sumber daya manusia komunikasi dan
informatika;

b. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang
komunikasi dan informatika, serta pengembangan sumber
daya manusia komunikasi dan informatika;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penelitian
dan pengembangan komunikasi dan informatika, serta
pengembangan sumber daya manusia komunikasi dan

informatika;
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d. pelaksanaan administrasi badan penelitian dan
pengembangan sumber daya manusia; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 144

Susunan organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan

Sumber Daya Manusia terdiri atas:

a. Sekretariat Badan;

b. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya,
Perangkat, dan Penyelenggaraan Pos dan Informatika;

c. Pusat Penelitian dan Pengembangan Aplikasi Informatika
dan Informasi dan Komunikasi Publik;

d. Pusat Pengembangan Profesi dan Sertifikasi; dan

e. Pusat Pendidikan dan Pelatihan.

Bagian Ketiga

Sekretariat Badan

Pasal 145
Sekretariat Badan mempunyai tugas melaksanakan dukungan
manajemen dan layanan teknis kepada seluruh satuan
organisasi di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan

Sumber Daya Manusia.

Pasal 146
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 145, Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi:
a. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan
anggaran, evaluasi, dan pelaporan, pengendalian program
dan anggaran, administrasi bantuan teknik luar negeri di
bidang penelitian dan pengembangan dan pengembangan

sumber daya manusia komunikasi dan informatika;
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b. koordinasi dan pelaksanaan pengolahan data dan sistem
informasi serta hubungan masyarakat di bidang penelitian
dan pengembangan, dan pengembangan sumber daya
manusia komunikasi dan informatika,;

c. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan urusan hukum
dan kerja sama di bidang penelitian dan pengembangan,
dan pengembangan sumber daya manusia komunikasi
dan informatika;

d. pengelolaan urusan keuangan di lingkungan Badan
Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;

e. pengelolaan urusan kepegawaian, organisasi, dan tata
laksana di lingkungan Badan  Penelitian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan

f.  pengelolaan urusan tata usaha, kerumahtanggaan dan
perlengkapan, serta dokumentasi, publikasi dan
perpustakaan di lingkungan Badan Penelitian dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Pasal 147
Susunan organisasi Sekretariat Badan Penelitian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia terdiri atas Kelompok

Jabatan Fungsional.

Bagian Keempat
Pusat Penelitian dan Pengembangan
Sumber Daya, Perangkat, dan Penyelenggaraan

Pos dan Informatika

Pasal 148
Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya, Perangkat,
dan Penyelenggaraan Pos dan Informatika mempunyai tugas
melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan,
dan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penelitian dan
pengembangan di bidang sumber daya, perangkat, dan

penyelenggaraan pos dan informatika.
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Pasal 149

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 148, Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya,

Perangkat, dan Penyelenggaraan Pos dan Informatika

menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis penelitian dan
pengembangan, penjaminan mutu, serta pendayagunaan
hasil di bidang sumber daya, perangkat, dan
penyelenggaraan pos dan informatika;

b. penyiapan pelaksanaan penelitian dan pengembangan,
penjaminan mutu, serta pendayagunaan hasil di bidang
sumber daya, perangkat, dan penyelenggaraan pos dan
informatika;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penelitian dan
pengembangan, penjaminan mutu, serta pendayagunaan
hasil di bidang sumber daya, perangkat, dan
penyelenggaraan pos dan informatika; dan

d. pelaksanaan administrasi pusat.

Pasal 150
Susunan organisasi Pusat Penelitian dan Pengembangan
Sumber Daya, Perangkat, dan Penyelenggaraan Pos dan

Informatika terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kelima
Pusat Penelitian dan Pengembangan

Aplikasi Informatika dan Informasi dan Komunikasi Publik

Pasal 151
Pusat Penelitian dan Pengembangan Aplikasi Informatika dan
Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai tugas
melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan,
dan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penelitian dan
pengembangan di bidang aplikasi informatika dan informasi

dan komunikasi publik.
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Pasal 152

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 151, Pusat Penelitian dan Pengembangan Aplikasi

Informatika dan Informasi dan Komunikasi Publik

menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis penelitian dan
pengembangan, penjaminan mutu, serta pendayagunaan
hasil di bidang aplikasi informatika dan informasi dan
komunikasi publik;

b. penyiapan pelaksanaan penelitian dan pengembangan,
penjaminan mutu, serta pendayagunaan hasil di bidang
aplikasi informatika dan informasi dan komunikasi publik;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penelitian dan
pengembangan, penjaminan mutu, serta pendayagunaan
hasil di bidang aplikasi informatika dan informasi dan
komunikasi publik; dan

d. pelaksanaan administrasi pusat.

Pasal 153
Susunan organisasi Pusat Penelitian dan Pengembangan
Aplikasi Informatika dan Informasi dan Komunikasi Publik

terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keenam

Pusat Pengembangan Profesi dan Sertifikasi

Pasal 154
Pusat Pengembangan Profesi dan Sertifikasi mempunyai tugas
melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan,
dan evaluasi, dan pelaporan pengembangan profesi dan
sertifikasi bagi aparatur sipil negara dan masyarakat di bidang

komunikasi dan informatika.

Pasal 155
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 154, Pusat Pengembangan Profesi dan Sertifikasi

menyelenggarakan fungsi:
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a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis standardisasi
kompetensi, pengembangan profesi, dan pengembangan
sistem sertifikasi, serta akreditasi lembaga pendidikan dan
pelatihan teknis bagi aparatur sipil negara dan
masyarakat di bidang komunikasi dan informatika;

b. penyiapan pelaksanaan standardisasi kompetensi,
pengembangan profesi, dan pengembangan sertifikasi,
serta akreditasi lembaga pendidikan dan pelatihan teknis
bagi aparatur sipil negara dan masyarakat di bidang
komunikasi dan informatika.

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan standardisasi
kompetensi, pengembangan profesi, dan pengembangan
sertifikasi, serta akreditasi lembaga pendidikan dan
pelatihan teknis di bidang komunikasi dan informatika;
dan

d. pelaksanaan administrasi pusat.

Pasal 156
Susunan organisasi Pusat Pengembangan Profesi dan

Sertifikasi terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Ketujuh
Pusat Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 157
Pusat Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas
melaksanakan pengembangan pegawai melalui pendidikan dan

pelatihan manajerial, teknis, dan fungsional.

Pasal 158
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 157, Pusat Pendidikan dan Pelatihan menyelenggarakan
fungsi:
a. penyusunan kebijakan teknis di bidang pendidikan dan
pelatihan manajerial, teknis, dan fungsional;
b. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan manajerial, teknis,

dan fungsional;
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c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pendidikan dan
pelatihan manajerial, teknis, dan fungsional; dan

d. pelaksanaan administrasi pusat.

Pasal 159
Susunan organisasi Pusat Pendidikan dan Pelatihan terdiri atas

Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB X
STAF AHLI

Pasal 160
Staf Ahli berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Menteri, dan secara administratif dikoordinasikan oleh

Sekretaris Jenderal.

Pasal 161
Staf Ahli terdiri atas:
a. Staf Ahli Bidang Hukum;
b. Staf Ahli Bidang Sosial, Ekonomi, dan Budaya;
c. Staf Ahli Bidang Komunikasi dan Media Massa; dan
d. Staf Ahli Bidang Teknologi.

Pasal 162

(1) Staf Ahli Bidang Hukum mempunyai tugas memberikan
rekomendasi terhadap isu strategis kepada Menteri terkait
dengan bidang hukum.

(2) Staf Ahli Bidang Sosial, Ekonomi, dan Budaya mempunyai
rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri
terkait dengan bidang sosial, ekonomi, dan budaya.

(3) Staf Ahli Bidang Komunikasi dan Media Massa
mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-
isu strategis kepada Menteri terkait dengan bidang
komunikasi dan media massa.

(4) Staf Ahli Bidang Teknologi mempunyai tugas memberikan
rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri

terkait dengan bidang teknologi.
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